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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan publik berbasis E-government 
di pemerintah Desa Durian Termang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk 
memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi E-government di tingkat desa. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Desa Durian Demang telah melakukan transformasi digital yang 
signifikan dalam tiga aspek utama, yaitu proses administrasi, alur kerja, dan prosedur 
operasional. Penerapan SIAK versi 7.0, sistem verifikasi biometrik digital, serta otomatisasi 
antrian dan layanan telah meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Pengembangan platform 
e-government berbasis aplikasi "Durian Demang Digital" juga telah meningkatkan aksesibilitas 
dan transparansi pelayanan publik. Tata kelola desa dan inovasi konseptual juga mendukung 
peningkatan partisipasi publik dan kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan 
layanan. 

ABSTRACT  

The purpose of this study is to determine the innovation of E-government-based public services 
in Durian Demang Village government, Karang Tinggi Sub-district, Central Bengkulu Regency. 
This research uses a qualitative method with a case study research type to obtain an in-depth 
understanding of the implementation of E-government at the village level. The results showed 
that Durian Demang Village has made a significant digital transformation in three main aspects, 
namely administrative processes, workflows, and operational procedures. The implementation of 
SIAK version 7.0, digital biometric verification system, as well as queue and service automation 
has improved service efficiency and accuracy. The development of e-government platform based 
on Durian Demang Digital application has also improved the accessibility and transparency of 
public services. Village governance and conceptual innovation also support increased public 
participation and collaboration with the private sector in service development. 
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PENDAHULUAN 

 
Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia di 

seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara 
masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Transformasi pemerintahan digital sebagai 
proses holistik yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan proses pemerintahan, 
meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan nilai baru bagi masyarakat. Teori ini menekankan 
bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya 
organisasi dan cara berpikir (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019: 78).  Salah satu perwujudan dari 
transformasi ini adalah penerapan E-Government, yang didefinisikan sebagai penggunaan TIK oleh 
pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi warga, dan efisiensi operasional.  

Menurut (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019: 78) transformasi digital ini tidak dapat dihindari dan 
akan terus membentuk cara pemerintah berinteraksi dengan warganya di masa depan. Oleh karena itu, 
kajian mendalam tentang implementasi E-Government, terutama di tingkat pemerintahan yang paling 
dekat dengan masyarakat seperti pemerintahan desa, menjadi sangat penting. Penelitian semacam ini 
dapat memberikan wawasan berharga tentang tantangan spesifik yang dihadapi, strategi yang efektif, 
dan dampak nyata dari digitalisasi layanan publik terhadap kehidupan masyarakat. Mengingat pentingnya 
inovasi pelayanan publik di era digital dan kompleksitas implementasi E-Government di tingkat desa, 
penelitian mendalam tentang kasus Desa Durian Demang menjadi penting. Kajian ini akan mengkaji 
proses implementasi, tantangan yang dihadapi, strategi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap 
kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi 
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pengembangan kebijakan dan strategi penerapan E-Government di tingkat desa, khususnya di daerah-
daerah yang memiliki karakteristik serupa dengan Bengkulu Tengah. 

 

LANDASAN TEORI 
 

Konsep Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital 
Inovasi secara umum dapat dipahami sebagai proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, atau 
sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau signifikan. Menurut (Sahin, 2022: 127) 
“inovasi digital memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi proses adopsinya, seperti kemampuan 
untuk diperbarui terus-menerus dan interkonektivitas.  

Menurut (Sahin, 2022: 127) “inovasi digital memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi proses 
adopsinya, seperti kemampuan untuk diperbarui terus-menerus dan interkonektivitas.”. Menurut (Oslo, 
2018: 88) “Inovasi adalah produk atau proses yang baru atau yang ditingkatkan (atau kombinasi darinya) 
yang berbeda secara signifikan dari produk atau proses sebelumnya dari unit dan yang telah tersedia 
bagi pengguna potensi (produk) atau dibuat tersedia untuk digunakan oleh unit (proses)." 

 
Pelayanan 

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bersifat tidak 
kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan 
untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Layanan publik Merujuk pada berbagai jenis 
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat umum.  

Layanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan serta kualitas hidup warga negara. Menurut (Mukaron dan Laksana, 2016: 77) 
mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah pemberian layananan (melayani) keperluan orang atau 
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 
yang telah ditetapkan”. Pelayanan publik digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara 
pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, berbagai layanan 
publik kini dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Beberapa dampak positif yang 
dihasilkan antara lain: 

 
E-Goverment Atau Pemerintahan Elektronik 

Didefinisikan sebagai penggunaan TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan, fasilitasi 
operasi pemerintahan yang lebih efisien, pemberdayaan warga negara melalui akses ke informasi, atau 
peningkatan akuntabilitas pemerintah kepada warga negara (OECD, 2020: 227). Menurut (Twizeyimana 
dan Andersson, 2019: 88) mengidentifikasi beberapa nilai publik dari E-Government, termasuk 
peningkatan efisiensi administrasi, keterbukaan pemerintah, dan peningkatan kepercayaan serta 
integritas pemerintah, di Indonesia, implementasi E-Government diperkuat dengan Peraturan Presiden 
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pemerintah Republik 
Indonesia, 2018: 40). Regulasi ini menjadi landasan bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk 
pemerintah desa, untuk mengadopsi dan mengembangkan layanan berbasis elektronik. 
 
Implementasi E-Government di Tingkat Desa 

Penerapan E-Government di tingkat desa merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia 
untuk mewujudkan desa cerdas (smart village). Menurut (Pramanik, 2020: 132), konsep smart village 
melibatkan penggunaan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi dan layanan desa, 
serta daya saing ekonomi (Pramanik, & Choudhury, 2020: 76). 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang 
fenomena implementasi E-government  di tingkat desa (Creswell, dan Creswell, 2018: 70). Studi kasus 
digunakan untuk mengeksplorasi secara intensif implementasi E-government  di Desa Durian Demang, 
Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Durian Demang terletak di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi 

Bengkulu. Karakteristik desa terkait penerapan E-Government untuk pelayanan E-KTP meliputi: 

1. Lokasi dan Data Administratif 

2. Nama Desa: Desa Durian Demang 

3. Kecamatan: Karang Tinggi 

4. Kabupaten: Bengkulu Tengah 

5. Provinsi: Bengkulu 

6. Kode Pos : 38381 

7. Koordinat: -3.7516° LS, 102.4194° BT 

8. Data Demografi (per Desember 2023) 
 

Gambar 2. Alur Pembuatan KTP 

                                
 
Berdasarkan wawancara dengan 15 informan (5 petugas pelayanan E-KTP dan 10 pengguna 

masyarakat layanan), observasi langsung selama 10 hari kerja, dan analisis 25 dokumen terkait, 
implementasi E-Government untuk pelayanan E-KTP di Desa Durian Demang periode 2022-2023 dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
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Peningkatan Efisiensi: 

1. Waktu pengurusan E-KTP: 

 Sebelum pelaksanaan: rata-rata 14 hari kerja (min 10, maks 21 hari) 

 Setelah pelaksanaan : rata-rata 7 hari kerja (min 5, maks 10 hari) 

 Peningkatan efisiensi: 50% 

2. Waktu antrian: 

 Sebelum: rata-rata 60 menit (min 30, maks 120 menit) 

 Setelah: rata-rata 30 menit (min 15, maks 45 menit) 

 Peningkatan efisiensi: 50% 

 

Data Akurasi : 

Hai Kesalahan data pada E-KTP: 

 2021 (sebelum implementasi): 5% (92 dari 598 E-KTP) 

 2023 (setelah implementasi): 1% (21 dari 778 E-KTP) 

 Peningkatan akurasi : 80% 

 

Aksesibilitas: 

1. Cara Pendaftaran E-KTP: 

 2021: 100% pendaftaran langsung ke kantor desa 

 2023: 70% pendaftaran online, 30% langsung 

2. Kapasitas pelayanan: 

 2021: rata-rata 4 pemohon/hari 

 2023: rata-rata 10 pelamar/hari 

 Peningkatan kapasitas: 100% 

 

Kepuasan Masyarakat: 

Hasil survei kepuasan: 

 2021: 65% (sampel 300 responden) 

 2023: 85% (sampel 500 responden) 

 Peningkatan kepuasan: 20 poin persentase 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi E-government untuk 
pelayanan E-KTP di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah 
periode 2022-2023, dapat ditarik kesimpulan Desa Durian Demang telah melakukan berbagai inovasi 
komprehensif dalam sistem pelayanan E-KTP yang mencakup empat aspek utama sebagai berikut: 
1. Inovasi proses, desa ini telah mengimplementasikan digitalisasi sistem administrasi melalui SIAK versi 

7.0 yang terintegrasi dengan database nasional, dilengkapi sistem verifikasi biometrik digital yang 
mencakup pemindaian sidik jari, foto digital, dan tanda tangan digital. Sistem antrian digital "Durian 
Demang Queue" juga diimplementasikan untuk mengoptimalkan alur kerja pelayanan. 

2. Dari sisi inovasi produk/layanan, desa ini mengembangkan aplikasi "Durian Demang Digital" yang 
menyediakan layanan online terpadu dengan fitur pendaftaran online, sistem notifikasi multi-channel 
(SMS, WhatsApp, Email), dan manajemen dokumen digital. Platform ini memungkinkan masyarakat 
untuk melacak status E-KTP secara real-time dan mengajukan pengaduan secara terintegrasi. 

3.  Dalam aspek inovasi tata kelola, Desa Durian Demang mengimplementasikan platform konsultasi 
publik online dengan dashboard yang menampilkan statistik layanan secara real-time dan sistem 
feedback digital. Portal data terbuka juga dikembangkan untuk meningkatkan transparansi layanan, 
dilengkapi dengan sistem monitoring "E-KTP Monitor" yang memungkinkan tracking proses dan 
evaluasi layanan secara berkelanjutan. 

4. Terakhir, dalam hal inovasi konseptual, desa ini menerapkan konsep pemerintah sebagai platform 
dengan mengintegrasikan berbagai sistem dan database, serta mengembangkan infrastruktur digital 
yang komprehensif. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil juga diwujudkan melalui sistem 
pengaduan terintegrasi dan kerjasama pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan 
E-KTP secara keseluruhan 
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Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut: Pemerintah desa perlu segera mengajukan 
peningkatan bandwidth internet menjadi 20 Mbps dan menginstall backup line 4G untuk menjamin 
stabilitas koneksi. Selain itu, penambahan minimal 1 unit komputer dan perangkat perekam data E-KTP 
diperlukan untuk meningkatkan kapasitas layanan menjadi 30 pemohon per hari. Dalam hal sumber daya 
manusia, program pelatihan intensif 40 jam untuk semua petugas dengan target 100% petugas mencapai 
skor kompetensi >80% perlu dilaksanakan.  Selanjutnya, pengajuan rekrutmen 1 posisi tenaga IT khusus 
ke pemerintah kabupaten untuk mengurangi waktu respons masalah teknis menjadi kurang dari 4 jam. 
Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, penyelenggaraan workshop bulanan penggunaan 
layanan E-KTP online dengan target meningkatkan penggunaan layanan online menjadi 85% serta 
kampanye keamanan data melalui pembuatan dan distribusi brosur keamanan data E-KTP dengan target 
80% masyarakat memahami pentingnya keamanan data pribadi, perlu dilakukan. Dalam pengembangan 
sistem, upgrade sistem untuk integrasi penuh 10 fitur SIAK guna mengeliminasi duplikasi input data serta 
pengembangan fitur verifikasi biometrik mobile untuk memungkinkan verifikasi identitas jarak jauh untuk 
30% layanan, juga penting dilakukan.  
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